
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­ 
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Norn.or 43 Tahun 
1999 tentang P.erubahan Atas Undang-Undang Nomw 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nemer 169, Tambahan Lembaran Negara R~pu'blik 
Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Cimahi [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4116}; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara [Lembaran Negara Repub1ik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomo.r 4286); 

Mengingat 

a. bahwa untuk merealisasikan · sebagian sumber 
pendapatan daerah pada tahun anggaran 2014, perlu 
disusun target penerimaan pajak daerah dan retribusi 
daerah per triwulan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada hurup a, perlu membuat Peraturan 
W alikota Cirnahi ten tang Target Penerimaan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun 
Anggaran 2014 dengan Peraturan Walikota; 

Menimbang 

WALIKOTA CIMAHI, ,,........... 
( 

PERATORAN WALIKOTA CDIAlD 
NOMOR 5 TABUR 2014 

TENT.ANG 
TARGET PENERIMAAN' PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

KOTA CIMARI PER TRtW11LAW TAB111' AtfGGARAl( 2014 . 

DOGAN RABMAT TtJBA1' YANG MAHA ESA 

···~ 



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 3J Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 NQmQr 126, Tambehan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438}; 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2-009 ten tang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan 
Lem.baran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah., 
Pemerintah Daerah Provinsi clan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tam.bahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l O 
Nomor 119, Tambahan .Lembaran Negara Republik 
Indonesia N<>mor -516 l}; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Ta.hun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

. \I, 



Memperhatikan : 1. Rapat koordinasi -dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Penghasil tentang Penyusunan Target Pendapatan 
Daerah Tahun 2014; 

14. Perat-uran Daerah K-ota Cimahi Nomor 5 Tahun 2-008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cirnahi 
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 
Seri D); 

15. Peraturan Daer-ah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Dinas Daerah Kota Cimahi {Lembaran Daerah 
Kota Cirnahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirnahi 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas 
Daerah Kota Cimahi (Lembaran )Ja{!r-ah K-ota Cimahi 
Tahun 2011 Nomor 115 Seri D); 

16. Peraturan Daerah Kot.a Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah {Lembaran Daerah Kota Cimahi 
.Tahun 2011.Nomor 122 Seri B); 

1 7 ~ Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota 
Cimahi Tahun 2012 Nomor 139 Seri C); 

18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota 
Cimahi Tahun 2012 Nomor 140 Seri C); 

19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 141 Seri C); 

20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
[Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158); 

21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota 
Cimahi Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota 
Cimahi Tahun 2014 Nomor 157); 

22. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 23 Tahun 2010 
tentang Pengaturan Pemberian Dan Pemanfaatan lnsentif 
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota 
Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 
Nomor 87 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Cimahi Nomor 10 Tahun 2013 
tentang Peru bahan Atas Peraturan W alikota Cimahi 
Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pengaturan Pemberian 
Dan Pemanfaatan In-sentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah 
Kota Cimahi Tahun 2013 Nornor 175); 

23. Peraturan \V:alUrot.a Cimahi Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Cimahi 
Tahun 2014 Nomor 211 Seri A); 

(~ 
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-Jenis-jenia Pajak Daerah, meliputi: 
1. Pajak Hotel; 
2. Pajak Restoran; 
3. Pajak Hiburan; 
4. Pajak Reklame; 
5. Pajak Penerangan Jalan; 
6. Pajak Parkir; 
7. Pajak Air Tanah 
8. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan 
9. Pajak Bumi. clan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

BABJl 
JENls..JENIS PAJAK DA.BRAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

Bagian Keaatu 
Jenia-Jenia Pajak Daerah 

Pasat 2 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota Ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Cimahi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi. 
3. Walikotaadalah Walikota Cimahi. 
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi at.au badan yang ber.sifa.t 
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesarbesamya kemakmuran rakyat. 

5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
Daer.ah sebag.ai pembayaran .atas jasa at.au pemberian izin t.ertentu y.ang 
khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentmgan orang pribadi atau Badan. 

MBM17T11SKA1f: 

PBRATURA.1' WALIKOTA Tltlff.AlfG TARGET PBlfERIMAAlf 
PAJAK DAERAH DAlf RETRIBUSI DAERAB KOTA CDIABI 
PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2014. 

Menetapkan 

2. Rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Penghasil tentang Rekonsiliasi Penerimaan Daerah dan 
Penyusunan Target per Triwulan Pendapatan Daerah 
Tahun 2014; 



Bagian K-ed.ua 
Target Penerimaan Retribust Daerah 

Pasal 5 
{l] Target penerimaan retribusi daerah adalah target retribusi daerah Tahun 

Anggaran 2014. 
(2) Target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) 

disusun untuk satu tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 [empat] triwulan 
yaitu Triwulan I, Triwulan II, Trlwulan III dan Trlwulan IV. 

BAB III 
TAR-GBT PE1'ER1MAA1lf PAJAK 'DAERAH DAil RETRIBUSI DABRAH 

Bag.Ian Kesatu 
Target Penerimaan Pajak Daerah 

Pasal 4 
( 1} Target penerimaan pajak daerah adalah target pajak daerah Tahun Anggaran 

2014. 
(2) Target penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {l) 

disusun untuk satu tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 ( em pat) triwulan 
yaitu Triwulan I_, Triwulan II) Triwulan III dan Triwulan IV. 

(3) Target penerimaan pajak daerah disusun per jenis pajak dalam persentase 
angka, secara bertahap sampai mencapai 1000/o (seratusper seratus], 

(4) Target penerimaan setiap jenis pajak daerah disusun oleh Dinas Pendapatan 
Kota Cimahi. 

Ba-gian Kedua 
Jenis-Jenis Retribust Daerah 

Pasal 3 
.Jenis-jenis Retribusi Daerah, terdiri dan: 
a. Retribusi Jasa Umum, rneliputi: 

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 
3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 
5. Retribusi Pelayanan Pasar; 
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 
8. Retribusi Pengendalian Menara; 

b. Retribusi -Jasa Usaha adalah 
1. Retribusi Terminal 

( 2. Retribusi RUSUNAWA 
c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi: 

1. Retribu.si Izin Mendirikan Bangunan; 
2. Retribusi Izin Gangguan; dan 
3. Retribusi izin Usaha Angkutan Umum 

'. 



Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan W alikota Cimahi Nomor 
Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 11 

~ ~~ 

BABV 
PENUTUP 

Paaat8 

BABIV 
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

Pasal 7 
[I] Insentif pemungutan Pajak Daerah clan Retribusi Daerah dapat diberikan 

In-sen-tif apabila target penerimaan per jenis pajak -daerah -dan r-etribusi 
( daerah per triwulan tercapai atau terlarnpaui dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
a. Apabila pada akhir Triwulan I realisasi kurang dari Target Penerimaan 

Triwulan I1 Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan II; 
b. Apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai Target Penerimaan 

Triwulan I atau lebih, Insentif diberikan pada awal Triwulan II; 
c. Apabila pada akhir Triwulan II realisasi kurang dari Target Penerimaan 

Triwulan II, Insentif untuk Triwulan II belum dibayarkan pada awal 
Triwulan III; 

d. Apabila pada akhir Tri.wulan II realisasi mencapai Target Penerimaan 
Triwulan II atau lebih, Insentif diberikan untuk Triwulan I yang belum 
dibayarkan dan Triwulan II; 

e. Apabila pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari Target Penerimaan 
Triwulan III, Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan IV; 

f. Apabila pada akhi-r Triwulan m realisasi mencapai Target Penenmaan 
Triwulan III atau Iebih, 1nsentif diberikan pada .awal Triwulan IV; 

g. Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai Target Penerimaan 
Triwulan IV atau lOOo/o (seratus perseratus] atau lebih, Insentif diberikan 
untuk triwulan yang belum dibayarkan; 

h. Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang -dari 1000/o {seratus 
perseratus) tetapi lebih dari Target Penerimaan Triwulan III, Insentif 
diberikan untuk Triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum 
dibayarkan. 

(2) Penerima dan besamya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi 
daerah -ditetapkan -dengan Keputusan Walikota. 

Pasal 6 
Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tahun 
anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. 

{3J Target penerimaan retribusi -daerah -disusun per jenis retribusi dalam 
persentase angka, secara bertahap sampai mencapai 1000/o [seratus per 
seratus). 

(4) \Target penerlmaan setlap jenis retribusi daerah disusun oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Penghasil yang mempunyai fungsi pemungutan retribusi 
daerah terkait. 

. ' 



------------- ~-- 

Ditetapkan di Cimahi 
pada tanggal 4 Fe bruari 20±4 

,iwALIKOTA CIMAHI, E>: 
~·- 

J tf ATTY SUHAR.Tl 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal -diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi. 

Pasal 9 

Tahun 2013 tentang "Target Penerimaan 'Pajak Daerah -dan 'Rettibusi Daerah Per 
Triwulan Tahun Anggaran 2013, dicabut dan tidak berlaku lagi. 


